BAB I
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Faktor-faktor penyebab hakim dapat menjatuhkan putusan bebas adalah :
Sistem pembuktian tindak pidana korupsi
Hakim masih menggunakan sistem pembuktian negatif yaitu mengacu
kepada pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
dimana dengan sistem tersebut hakim hanya terpaku kepada minimal dua

alat bukti yang terungkap dipersidangan dan keyakinan hakim bahwa

terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana.

Profesionalitas kinerja aparat penegak hukum
Profesionalitas kinerja aparat penegak hukum menjadi tidak stabil karena

adanya indikasi tekanan yang diberikan oleh para pendukung para pelaku

tindak pidana korupsi sehingga dapat mempengaruhi keyakinan hakim

dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

. Intervensi kekuatan politik dalam proses peradilan

Adanya indikasi intervensi para pihak yang berkepentingan terhadap
lembaga peradilan sehingga dapat menganggu jalannya proses peradilan
terhadap perkara yang sedang diperiksa, sehingga proses peradilan yang
dilaksanakan tidak dapat maksimal dan akhirnya hakim melalui
kewenangannya menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa dengan
pertimbangan tidak terdapat cukup bukti karena jaksa penunutut umum

tidak dapat membuktikan dakwaannya.
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4. Adanya indikasi praktek kolusi dan nepotisme
Bahwa akibat hukum dijatuhkannya putusan bebas tersebut dapat menjadi
presedent buruk bagi publik karena putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap merupakan yurisprudensi bagi hakim yang

akan datang di dalam memeriksa perkara yang sama.

B. Saran-saran

Hendaknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan
dibentuknya lembaga baru yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan
dapat memberantas para pelaku tindak pidana korupsi yang semakin hari
semakin merajalela. Dan mekanisme prosés peradilan yang telah ada
hendaknya dapat dilaksanakan oleh lembaga peradilan tanpa adanya intervensi
dari pihak manapun. Kiranya majelis hakim yang memeriksa setiap perkara
pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi dapat dengan seksama
mempelajari setiap saat mengenai perkembangan jalannya persidangan yang
kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dalam
menjatubkan putusan tidak hanya melihat kepada satu peraturan perundang-

undangan namun berbagai faktor dan fakta yang terungkap dipersidangan.
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